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PENETAPAN 

Nomor 51/Pdt.P/2022/PA Pw 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara 

tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut 

dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh: 

PEMOHON I, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan 

Tentara Nasional Indonesia (TNI), tempat tinggal di Kecamatan 

Siotapina, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan 

domisili elektronik pada email EMAIL sebagai Pemohon I; 

PEMOHON II, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak 

ada, tempat tinggal di Kecamatan Siotapina, Kabupaten Buton, 

Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan domisili elektronik pada email 

EMAIL, sebagai  Pemohon II;  

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; 

DUDUK PERKARA 

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya, tertanggal 01 April 

2022 yang didaftar melalui e-court dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan 

Agama Pasarwajo dengan register perkara Nomor 51/Pdt.P/2022/PA.Pw, 

tanggal 06 April 2022 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:  

1. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2021, para Pemohon melangsungkan 

pernikahan menurut agama Islam di Kecamatan Siotapina, Kabupaten 

Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara; 

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dalam 

usia 24 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 18 tahun, 

pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah  Ayah Kandung Pemohon II 

bernama WALI NIKAH dan yang menikahkan adalah Imam Desa  bernama 

IMAM dan dihadiri saksi nikah dua orang diantaranya bernama SAKSI 
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NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mas kawin berupa seperangkat alat 

sholat; 

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, 

tidak ada hubungan sedarah dan bukan pertalian sesusuan serta memenuhi 

syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik 

menurut  ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan 

yang berlaku; 

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, para Pemohon hidup rukun 

sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak; 

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang 

mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula 

para Pemohon tetap rukun sampai sekarang; 

6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta 

nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan 

Agama Kecamatan Siotapina, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara 

dengan alasan para Pemohon tidak tahu adanya pengurusan administrasi 

pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Siotapina, Kabupaten Buton, 

Provinsi Sulawesi Tenggara untuk didaftarkan; 

7. Bahwa sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut 

untuk kepastian hukum dan serta kepentingan hukum lainnya; 

8. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menetapkan 

sahnya perkawinan antara para Pemohon; 

9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku; 

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon memohon agar 

Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo memeriksa dan mengadili perkara ini, 

selanjutnya menjatuhkan  penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: 

Primer. 

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon; 

2. Mentapkan sah perkawinan antara para Pemohon yang dilangsungkan pada 

tanggal 27 Agustus 2021 di Kecamatan Siotapina, Kabupaten Buton, 

Provinsi Sulawesi Tenggara; 
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3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya 

pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Siotapina, Kabupaten Buton, 

Provinsi Sulawesi Tenggara; 

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum; 

Subsider. 

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasarwajo berpendapat lain, 

mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequoet bono); 

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan 

pengumuman Pengadilan Agama Pasarwajo selama 14 hari sebelum perkara 

ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang 

mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pasarwajo sehubungan dengan 

permohonan Itsbat Nikah tersebut; 

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dengan 

Pemohon II tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh 

orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah 

dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak 

datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah; 

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala 

sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian 

yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini; 

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon 

adalah sebagaimana telah diuraikan di atas; 

 Menimbang, bahwa yang diajukan oleh para Pemohon adalah tentang 

Isbat Nikah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 

Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-undang 

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor  

50 Tahun 2009, perkara a quo adalah termasuk kewenangan Pengadilan 

Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku 

oleh karenanya harus dinyatakan diterima; 

 Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah 

diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata 
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tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah 

tersebut, maka Hakim menilai perkara ini dapat dilan jutkan pemeriksaannya; 

 Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon I dengan Pemohon II, 

meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir ke muka 

sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan 

sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya permohonan Pemohon I dengan 

Pemohon II harus dinyatakan gugur; 

Menimbang, bahwa perkara ini menurut penjelasan Pasal 49 huruf (a) 

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah 2 (dua) kali dengan 

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 

2009 pada angka 22 termasuk perkara di bidang perkawinan, maka sesuai 

dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang tersebut seluruh biaya 

perkara harus  dibebankan kepada para Pemohon, dan akan dinyatakan dalam 

amar penetapan ini; 

Menimbang, bahwa mengingat semua pasal perundang-undangan yang 

berlaku dan berkaitan dengan perkara ini; 

MENETAPKAN 

1. Menyatakan permohonan para Pemohon gugur; 

2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini 

sejumlah Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah); 

Demikian ditetapkan dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari 

Rabu, tanggal 27 April 2022 M. bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan  

1443 H. oleh Sumar’um, S.H.I. sebagai Hakim tunggal, penetapan tersebut 

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim 

Tunggal tersebut dan  dibantu  oleh  Asep Kurniawan, S.H.I.,M.H. sebagai  

Panitera Pengganti tanpa hadirnya para Pemohon; 

Panitera Pengganti 

 ttd 

  

Asep Kurniawan, S.H.I.,M.H.  

        Hakim 

 ttd 

 

       Sumar’um, S.H.I. 
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Perincian Biaya Perkara: 

1. Pendaftaran Rp.     30.000,00 

2. ATK Perkara Rp.     60.000,00 

3. 

4.     

PNBP Panggilan 

Panggilan 

Rp. 

RP 

    20.000,00 

          0,00 

4. Redaksi Rp.      10.000,00 

5. Meterai Rp.      10.000,00 

 Jumlah Rp.     130.000,00 

(seratus tiga puluh ribu rupiah). 
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